Menimbang :

Mengingat

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERARTURAN BUPATI BONE
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka
perlu mengatur tata kelola pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang
Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6);



BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Bone;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom;

Kepala Daerah adalah Bupati Bone yang selanjutnya disebut
Bupati;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya ..
kemakmuran rakyat;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa,
organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap;

Kas adalah Kas daerah Kabupaten Bone;

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari
sumber lain;

Perusahaan Litrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah
PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Cabang Bone;
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah
atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam  penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadapSurat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
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pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan tenaga
listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(1)

Pasal 3

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksudpada ayat (2) adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan,konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

C. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk sarana ibadah dan sarana
sosial.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN

CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak
PeneranganJalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah
dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening
listrik;



b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka
waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah
Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan
sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 6

(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk
penyediaan penerangan jalan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB YV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

(2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib
Pajak dan Kuasanya.

(3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, dimana daftar rekening
listrik yang diterbitkan merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.



BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 10

(1) Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN pemungutannya dilaksanakan oleh
PLN berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone.

(2) Tenaga Listrik yang disediakan bukan oleh PLN pemungutannya dilaksanakan
olehBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang dengan
menggunakanSPTPD,STPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12

(1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan
kepada Kepala Badan.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar,
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil atau kuasanya dengan melampirkan :

a. fotocopy identitas diri;

b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy
identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke
Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh
formulir pendaftaran.

(4) Orang pribadi atau Badan yang telah didaftar, Kepala Badan menyatakan yang
bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD.

(5) Apabila tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Bagian Kedua
PELAPORAN PAJAK
Pasal 13

(1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada
Bapenda.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri
oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
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(3)

(4)

()

(6)

(7)

SPTPD memuat pelaporan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) dan (5)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama
Tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas
waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Apabila lewat batas waktu sebagaiman pada ayat (11) diberikan surat teguran
untuk menyampaikan STPPD.

Lewat batas 5 (lima) hari waktu setelah diberikan surat teguran diberikan
penetapan secara jabatan melalui SKPD.

Pasal 14

Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Penerbitan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penyitaan sesuai dengan Ketentuan

perundang undangan.
Bagian KeTiga
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 15

(1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan yang terutang oleh
Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilakukan sekaligus dan lunas di Kas
Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau Pembayaran
Non Tunai.

(2) Pembayaran pajak bagi wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN
dilakukan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik.

(3) Pembayaran pajak bagi wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan
PLN dilakukan pada Bank Sulselbar atau pada kantor Bapenda.

(4) Waktu pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STPD.

(5) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran dan pajak yangb terutang
berdasarkan SPTPD pada akhir bulan.

(6) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebarkan jumlah
Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan Pajak Penerangan Jalan dan harus dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

(8) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui
bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1
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(1)

(2)

(S)

(satu) hari kerja berikutnya , bendahara penerimaan harus menyetorkan ke
kas daerah sesuai peraturan undangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat tagihan Pajak Daerah sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan sejak saat jatuh tempo pembayaran ditambah denda 2% paling
lama Lima Belas (15) Bulan

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat(1l) tidak dilakukan
pembayaran maka dapat diberikan surat teguran dan atau pemasangan
spanduk atau stiker tidak patuh Pajak.

Pasal 17

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
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(1)

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

atas suatu:

a. SKPDKBT;

b. SKPDLB;

c. SKPDN;

d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapta dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasannya.

Bupati atau Pejabat dalamn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
PengadilanPajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu

3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PAJAK

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak
kepada Bupati atau Pejabat.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh
Bupati dan Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Peinta
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas
keterlambatanpembayaran kelebihan pajak.

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindah bukuan dan pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti
pembayaran.

BAB IX
KADALUWARSA

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang Pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung.
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Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 24

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan
penagihansudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur
denganPeraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut
denganPeraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Pelakasanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Penerangan
Jalan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan dapat bekerjasama
dengan PT. PLN cabang Watampone atau instansi terkait lainnya.

Format atau bentuk Formulir yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini yaitu
Formulir Pendaftaran, SPTPD, Surat Teguran memasukkan SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPN, STPD, SSPD, SKPDLB, Surat Teguran dan Surat
Paksa diatur secara teknis dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
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NADB XI11

KETENTUAN PENUTUP
Pusal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundanglan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Bone.

Dilctanka_q di Watampone
:zcc-,nm;gau q.7.2022
( PATf  BONE)
4 » \ """ i

/A FAHSAR M. PADJALANGI

ngka_.n\di Watampone

fanth il Y - 7- 2022
b

D U. AfRAH KABUFATEN BONE,

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR
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Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
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